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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara sebagai bentuk nasionalisme kontemporer serta kontribusinya dalam mendukung
bela negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui
kajian dokumen, wawancara, dan observasi praktik pelayanan transportasi serta digitalisasi
administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya meningkatkan efektivitas
pelayanan, tetapi juga mencerminkan pengabdian profesional aparatur melalui pelayanan yang mudah,
cepat, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Inovasi mencakup pemanfaatan teknologi,
profesionalisme, integritas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Temuan menegaskan bahwa inovasi
pelayanan transportasi dapat memperkuat kehadiran negara, meningkatkan kepercayaan masyarakat,
serta mengaktualisasikan nasionalisme dan bela negara melalui pelaksanaan tugas sesuai profesi.

Kata kunci: Bela Negara, Inovasi, Nasionalisme, Pelayanan Publik, Transportasi.

Abstract

This study aims to analyze public service innovations at the Southeast Sulawesi Provincial
Transportation Agency as a form of contemporary nationalism and to examine their contribution to
supporting *Bela Negara* (defense of the state). The study employs a descriptive qualitative
approach, with data gathered through document analysis, interviews, and observations of
transportation service practices and administrative digitalization. The results indicate that these
innovations not only enhance service effectiveness but also reflect the professional dedication of the
agency's personnel by providing services that are accessible, efficient, transparent, and community-
oriented. The innovations encompass the use of technology, professionalism, integrity, collaboration,
and sustainability. The findings confirm that transportation service innovations can strengthen the
state's presence, boost public trust, and actualize nationalism and *Bela Negara* through the
professional execution of duties.

Keywords: Defense of the Nation, Innovation, Nationalism, Public Service, Transportation.

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan telah mendorong birokrasi melakukan pembaruan (llham,
2026; Sjachrawy, Thasman, et al., 2025). Pelayanan publik tidak lagi cukup melalui prosedur
konvensional, tetapi membutuhkan sistem yang cepat, transparan, akuntabel, adaptif, inovatif, dan
mampu menjangkau masyarakat secara luas (Ikhsan et al., 2025). Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan kewajiban negara memberikan pelayanan kepada warga
negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui pelayanan publik berkualitas. Ketentuan
tersebut menempatkan kualitas pelayanan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.
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Dalam pemerintahan daerah, inovasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja
birokrasi dan kualitas pelayanan (Igbal & Juhad, 2026). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah menempatkan peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, daya
saing daerah, dan inovasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi diperlukan agar
pemerintah daerah mampu menyesuaikan kebijakan dan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
Regulasi tersebut juga memberikan ruang dan perlindungan terhadap kegiatan inovatif aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, inovasi menjadi bagian dari upaya
mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
(Lampouw et al., 2025; Putri & Tjenreng, 2025).

Bagi sektor perhubungan, tuntutan inovasi memiliki arti yang semakin strategis karena
transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan
mobilitas masyarakat, konektivitas wilayah, keselamatan, distribusi barang, serta aktivitas sosial dan
ekonomi (Fikri & Uluputty, 2025; Satyadharma, Wulansari, et al., 2026). Kualitas pelayanan
transportasi dapat memengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah (Amelia et al., 2026). Dalam wilayah seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, kondisi
geografis yang terdiri atas wilayah daratan, kepulauan, kawasan pesisir, serta wilayah dengan
keterbatasan akses menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pelayanan transportasi
(Harlina et al., 2025).

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk
mengembangkan pelayanan yang mampu menyesuaikan Kkarakteristik wilayah dan kebutuhan
masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan proses pelayanan, peningkatan
transparansi, serta penguatan pengawasan dan koordinasi antarpemangku kepentingan (Rajulan et al.,
2025).

Inovasi pelayanan publik dalam sektor perhubungan tidak hanya berkaitan dengan teknologi
digital, tetapi juga pembaruan proses bisnis, tata kelola, koordinasi, penyediaan informasi, pengelolaan
data, dan interaksi pemerintah dengan masyarakat (Ramadhany et al., 2025). Penerapan sistem digital,
dashboard monitoring, layanan berbasis data, digitalisasi administrasi, serta penyederhanaan
pelayanan merupakan upaya menciptakan pelayanan efektif dan efisien (Yusman et al., 2024).
Keberhasilan inovasi tidak semata diukur dari keberadaan teknologi, tetapi kemampuannya
menyelesaikan persoalan publik, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, serta memberikan manfaat (Siswadhi, 2026).

Inovasi pelayanan publik memiliki dimensi nasionalisme. Nasionalisme tidak diwujudkan
melalui simbol kebangsaan, tetapi dapat diterapkan melalui pengabdian profesional, integritas,
tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat (Safitri & Satyadharma, 2025). Dalam
perspektif pemerintahan, pelayanan berkualitas merupakan bentuk pengabdian kepada negara karena
aparatur menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat
(Dewi & Suparno, 2022).

Nasionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga tercermin melalui keberpihakan
terhadap pemerataan pelayanan dan kepentingan masyarakat di seluruh wilayah (Hasina et al., 2026).
Pemerintah yang mampu menghadirkan pelayanan transportasi secara adil, transparan, dan responsif
pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis berbeda menunjukkan komitmen terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa (Muta’ali, 2024). Inovasi yang dikembangkan untuk mengatasi
keterbatasan akses, meningkatkan konektivitas, mempercepat pelayanan, serta memperluas jangkauan
informasi publik dapat dipandang sebagai bentuk nyata kecintaan kepada bangsa melalui pelaksanaan
tugas pemerintahan (Trisantosa et al., 2022). Dengan demikian, nasionalisme tidak hanya diwujudkan
melalui ekspresi simbolik, tetapi juga melalui tindakan profesional yang menghasilkan manfaat bagi
masyarakat dan mendukung kepentingan nasional (Istigomah et al., 2025; Sutrisno et al., 2026).

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep bela negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menempatkan bela negara
sebagai upaya menjaga keutuhan, persatuan, kesatuan, dan kedaulatan negara serta melibatkan seluruh
sumber daya nasional. Bagi aparatur pemerintah, pelaksanaan tugas secara disiplin, berintegritas,
profesional, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat merupakan bentuk pengabdian kepada negara
(Ghozi & Shodiqg, 2025).
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Inovasi pelayanan publik dapat menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah (Hendiyani, 2019). Inovasi berorientasi kebutuhan pengguna menunjukkan pemerintah
hadir sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan dan persoalan masyarakat. Dalam sektor
transportasi, penerapan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur,
keterbukaan informasi, serta penguatan pengawasan merupakan upaya meningkatkan kualitas
pelayanan. Praktik tersebut mencerminkan nasionalisme karena diarahkan pada kepentingan
masyarakat, pemerataan pelayanan, dan kepentingan daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional
(Satyadharma, Palupi, et al., 2026). Oleh karena itu, inovasi pada Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara tidak hanya dinilai berdasarkan keberhasilan teknis, tetapi juga kontribusinya
terhadap kepentingan publik dan pelaksanaan tanggung jawab kebangsaan melalui profesi aparatur
pemerintahan. Permasalahan yang muncul adalah inovasi pelayanan publik selama ini lebih banyak
dikaji dari perspektif efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, transformasi digital, dan peningkatan
kinerja organisasi. Sementara itu, keterkaitan inovasi pelayanan publik dengan nasionalisme dan bela
negara dalam pemerintahan daerah masih kurang mendapat perhatian. Padahal, inovasi aparatur dapat
memiliki makna lebih luas apabila ditempatkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan
negara. Penelitian ini memiliki posisi berbeda karena menempatkan inovasi pelayanan publik sebagai
bentuk konkret nasionalisme kontemporer. Inovasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen
peningkatan kinerja, tetapi sebagai manifestasi pengabdian aparatur kepada masyarakat dan negara
(Zulfia & Frinaldi, 2022). Permasalahan penelitian adalah bagaimana inovasi pelayanan publik pada
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dimaknai sebagai manifestasi nasionalisme dan
mendukung bela negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan inovasi, pelayanan publik,
nasionalisme, dan bela negara dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sulistiyo, 2023). Pendekatan
tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman mengenai makna inovasi pelayanan publik sebagai
bentuk pengabdian kepada negara, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik.
Lokasi kajian diarahkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan bidang perhubungan di daerah. Penelitian telah dilakukan dari Bulan Julu-
Agustus 2026. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi sebagai data primer
sementara data sekunder dikumpul dari kajian dokumen kebijakan, literatur ilmiah, informasi
mengenai inovasi pelayanan, serta pengamatan terhadap praktik pelayanan transportasi dan digitalisasi
administrasi.

Tabel 1. Informan penelitian

No. Nama Informan Jabatan
1. Dr. Ir. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si Kadishub Sultra (2021-April 2026)
2. Barmuddin Ketua DPD LVRI Sulawesi Tenggara

Kasubag Keuangan Dishub Sultra/ Koordinator
Tim Inovasi Dishub Sultra

Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan
Torobulu-Tampo

Staf Subag Keuangan Dishub Sultra/ Anggota
Tim Inovasi Dishub Sultra

Staf Subag Keuangan Dishub Sultra/ Anggota
Tim Inovasi Dishub Sultra

3. Sellvy Marlina, SE.,ME

4, Ferima, S.Si.,MM

5 Syahrul Afandi, SE

6 Muhammad Asy arissyafran, ST
Sumber : Data primer (2026)

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, vyaitu reduksi data, pengelompokan informasi
berdasarkan tema, dan interpretasi hubungan antara inovasi pelayanan publik dengan nilai
nasionalisme serta bela negara. Analisis difokuskan pada empat aspek, yaitu orientasi kepentingan
masyarakat, profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta kontribusi pelayanan
terhadap penguatan kehadiran negara. Keempat aspek tersebut kemudian dianalisis menggunakan
perspektif pelayanan publik, nasionalisme, dan bela negara.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi Pelayanan Publik sebagai Bentuk Nasionalisme Kontemporer

Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penerapan inovasi
pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya meningkatkan
efektivitas administrasi, tetapi juga mencerminkan perubahan orientasi aparatur dalam memberikan
pelayanan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa inovasi dipahami sebagai upaya memperbaiki
proses pelayanan agar lebih mudah, cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini
memperlihatkan bahwa inovasi birokrasi memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar penggunaan
teknologi arena mencakup perubahan pola kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
penyederhanaan prosedur, serta penguatan responsivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. (Nurharyoko, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan aparatur dan pengelola pelayanan, inovasi didorong oleh
kebutuhan mengatasi keterbatasan mekanisme pelayanan konvensional.. Temuan dari hasil wawancara
diperkuat melalui observasi proses pelayanan, interaksi petugas dengan pengguna, serta penggunaan
sarana atau sistem digital. Hasil observasi memperlihatkan bahwa perubahan menuju pelayanan
berbasis inovasi membuka peluang memperbaiki proses kerja aparatur. Pemanfaatan sistem informasi,
digitalisasi administrasi, pengelolaan data, pembayaran atau retribusi non-tunai, dan dashboard
monitoring menunjukkan upaya menjadikan pelayanan lebih terukur dan mudah diawasi. Inovasi tidak
hanya mengubah media pelayanan, tetapi juga berpotensi mengubah pola kerja, koordinasi, dan
pengawasan organisasi (Sangaji & Irianto, 2025).

Temuan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk nasionalisme kontemporer. Nasionalisme
dalam pemerintahan tidak selalu diwujudkan melalui kegiatan simbolik atau seremonial, tetapi melalui
tindakan nyata aparatur dalam mengutamakan kepentingan masyarakat, melaksanakan tugas secara
profesional, dan memperbaiki kualitas pelayanan. Inovasi untuk menyelesaikan persoalan pelayanan
menunjukkan orientasi terhadap kepentingan publik (Sururi, 2016). Dalam konteks ini, inovasi
merupakan bentuk nasionalisme praktis. Aparatur menerjemahkan kecintaan kepada negara melalui
pekerjaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan, semakin
nyata pula kehadiran negara dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik menjadi
bentuk aktualisasi nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inovasi Transportasi dan Penguatan Kehadiran Negara

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pelayanan perhubungan di
Sulawesi Tenggara dipengaruhi kondisi geografis, kebutuhan mobilitas, dan keberagaman layanan
transportasi. Kondisi tersebut menuntut pelayanan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah dan
pengguna. Wawancara dengan informan dapat memperjelas persoalan pelayanan, seperti kendala
administrasi, kebutuhan informasi, pengawasan, pengelolaan data, dan koordinasi antarunit. Temuan
menunjukkan bahwa inovasi berfungsi merespons persoalan pelayanan transportasi. Inovasi tidak
semata mengikuti perkembangan teknologi, tetapi dinilai dari kemampuannya menyelesaikan
persoalan aparatur dan masyarakat. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada aplikasi atau sistem
digital, tetapi pada perubahan proses pelayanan yang dapat diamati. Dalam perspektif bela negara,
kehadiran negara juga diwujudkan melalui pelayanan pemerintahan (Satyadharma, Sutriana, et al.,
2026). Aparatur perhubungan memiliki ruang pengabdian melalui penyelenggaraan transportasi yang
aman, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
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Gambar 1 Tampilan Interface Inovasi E-Retribusi Pelabuhan yang dikembangkan oleh
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Dengan demikian, inovasi pelayanan transportasi memiliki dimensi strategis dalam mendukung
mobilitas, aktivitas ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan keterhubungan masyarakat dengan
pemerintah. Dalam wilayah seperti Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki wilayah daratan dan
kepulauan, inovasi transportasi dapat memperkuat kehadiran negara melalui pelayanan yang mudah
diakses, cepat, transparan, dan responsif (Lampouw et al., 2026).

Digitalisasi sebagai Aktualisasi Nilai Pengabdian

Temuan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi arah penting
pengembangan inovasi pelayanan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Digitalisasi
digunakan untuk mendukung administrasi, informasi, pengelolaan data, monitoring, dan keterlacakan
pelayanan. Penggunaan sistem digital juga mengubah pola kerja aparatur dari proses manual menuju
mekanisme yang lebih terstruktur. Namun, digitalisasi perlu dibedakan dari inovasi. Digitalisasi
merupakan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan, sedangkan inovasi mengandung unsur
pembaruan dan nilai tambah. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari penggunaan teknologi,
tetapi dari perubahan yang dihasilkan (Gobble, 2018; Varzaru & Bocean, 2024). Teknologi pada
dasarnya merupakan instrumen. Nilai nasionalisme terletak pada orientasi penggunaannya. Ketika
teknologi memperbaiki pelayanan, mengurangi kesulitan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan
mendukung akuntabilitas, teknologi menjadi sarana pengabdian kepada negara (Saputra, 2025).

Profesionalisme Aparatur sebagai Bentuk Bela Negara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan berkaitan erat dengan
peran aparatur sebagai pelaksana inovasi. Sistem yang baik membutuhkan aparatur yang kompeten,
disiplin, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi. Observasi yang dilakukan menemukan bahwa
pelayanan dapat menunjukkan kemampuan aparatur pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Tenggara dalam menerapkan prosedur dan teknologi baru. Profesionalisme menjadi penting karena
inovasi tetap membutuhkan manusia sebagai pengelola, pengawas, dan pemberi pelayanan (Podungge
& Aneta, 2020). Aparatur tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga
memahami tujuan inovasi dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam perspektif bela
negara, pengabdian sesuai profesi merupakan bentuk kontribusi terhadap kepentingan bangsa.
Aparatur perhubungan menjalankan kontribusi melalui pelayanan, pengawasan, pengelolaan
transportasi, administrasi, dan pengembangan sistem pelayanan (Satyadharma, Yahni, et al., 2026).

Dengan demikian, inovasi dapat menjadi ruang aktualisasi bela negara. Profesionalisme,
integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi menjadi unsur penting agar inovasi mampu
memberikan manfaat dan berkelanjutan (Bilale et al., 2026).
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Inovasi sebagai Jembatan antara Nasionalisme dan Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dan observasi, inovasi pelayanan menjadi titik temu antara
nasionalisme dan kepentingan masyarakat. Inovasi muncul dari kebutuhan memperbaiki pelayanan
yang kemudian mendorong aparatur melakukan perubahan terhadap proses, metode, maupun
penggunaan teknologi.

B 1 /v tictok comy @ Sigtrans dahubivideo/T658156391869336352 a .t z‘:) v @ !

&& Digitrans Dishub Sultra

Gambar 2 Sosialisasi Inovasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : (Dishub Sultra, 2026)

Rangkaian tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: kesadaran terhadap kepentingan masyarakat
mendorong pengabdian; pengabdian mendorong perbaikan; perbaikan melahirkan inovasi; dan inovasi
menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, nasionalisme tidak berhenti sebagai nilai,
tetapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata (Rajulan et al., 2026).

Dengan demikian, inovasi pelayanan publik menjadi bentuk nasionalisme generasi
pemerintahan masa kini melalui profesionalisme, pelayanan, inovasi, dan pengabdian yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong
terwujudnya pemerintahan yang adaptif, berintegritas, transparan, dan berkelanjutan. (Baka et al.,
2026; Sjachrawy, Hasmawati, et al., 2025).

Tantangan Penerapan Inovasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penerapan inovasi tidak terlepas dari
berbagai kendala, seperti kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kemampuan
adaptasi, integrasi data, koordinasi antarunit, dan keberlanjutan sistem. Dalam sudut pandang
meneropong wilayah seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, kondisi geografis menjadi faktor penting
dalam pengembangan pelayanan digital. Sistem terpusat perlu mempertimbangkan akses jaringan dan
kemampuan pengguna di wilayah berbeda. Karena itu, inovasi harus dirancang berdasarkan kebutuhan
organisasi sekaligus kondisi nyata masyarakat (Suryani et al., 2024).

Temuan menunjukkan bahwa inovasi membutuhkan komitmen kelembagaan. Keberlanjutan
memerlukan dukungan kepemimpinan, SDM, regulasi, anggaran, infrastruktur, keamanan data,
koordinasi, dan evaluasi. Dengan demikian, nasionalisme melalui inovasi membutuhkan ekosistem
organisasi yang mendukung kreativitas sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan
kepentingan public melalui kolaborasi, integritas, akuntabilitas, profesionalisme, pemanfaatan
teknologi secara bijak, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk menghadapi perubahan dan
tantangan pelayanan masyarakat. (Wutoy & Uang, 2026).

Model Implementasi Nasionalisme melalui Inovasi
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Berdasarkan sintesis wawancara dan observasi, inovasi pelayanan publik sebagai manifestasi
nasionalisme dapat dirumuskan melalui lima prinsip utama, yaitu orientasi kepentingan masyarakat,
integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Pertama, orientasi kepentingan masyarakat berarti inovasi harus berangkat dari persoalan nyata
pengguna layanan dan memberikan solusi (Yadisar, 2024). Orientasi ini menempatkan kebutuhan
masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi inovasi, sehingga setiap perubahan
pelayanan memiliki manfaat yang jelas. Dalam sektor perhubungan, prinsip tersebut dapat diwujudkan
melalui penyederhanaan prosedur, kemudahan akses informasi, percepatan pelayanan, serta
penyediaan layanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pengguna.

Kedua, integritas berkaitan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan
pelayanan. Integritas memastikan bahwa inovasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga
mendorong pelayanan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mappasere, 2026).
Pemanfaatan sistem digital dan pengelolaan data secara terstruktur dapat memperkuat pengawasan,
mengurangi potensi kesalahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan publik (Wardana et al., 2025).

Ketiga, profesionalisme berkaitan dengan Kkesiapan aparatur mengoperasikan dan
mengembangkan inovasi serta memahami tujuan pelayanan publik (Langgeng & Wilasari, 2023).
Profesionalisme mencakup kompetensi, disiplin, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan
kemauan melakukan pembelajaran berkelanjutan. Aparatur yang profesional tidak hanya mampu
menggunakan teknologi, tetapi juga memahami kebutuhan masyarakat serta memastikan inovasi
benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat public secara berkelanjutan,
inklusif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan serta kepercayaan masyarakat.

Keempat, kolaborasi menunjukkan bahwa inovasi membutuhkan koordinasi antara pimpinan,
aparatur, unit kerja, masyarakat, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi
diperlukan karena persoalan transportasi memiliki keterkaitan antarsektor dan tidak dapat diselesaikan
oleh satu pihak. Melalui koordinasi dan pertukaran informasi, pengembangan inovasi dapat
menghasilkan pelayanan yang lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
serta kondisi wilayah (Sentanu & Yustiari, 2024).

Kelima, keberlanjutan berarti inovasi harus dievaluasi, dipelihara, dikembangkan, dan
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Keberlanjutan memastikan
inovasi tidak berhenti pada tahap penerapan awal, tetapi terus memberikan manfaat dalam jangka
panjang. Dukungan kepemimpinan, sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, regulasi, keamanan
data, serta evaluasi berkala menjadi faktor penting agar inovasi tetap relevan dan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten (Rizalihadi & Satispi, 2025).

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari
jumlah aplikasi atau sistem yang dibangun, tetapi dari peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan
masyarakat, transparansi, efisiensi, kemampuan aparatur beradaptasi, dan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, inovasi perlu diarahkan pada perubahan nyata dalam proses kerja birokrasi,
peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna, penguatan akuntabilitas, serta terciptanya
pelayanan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat secara merata bagi
seluruh lapisan masyarakat.
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MODEL IMPLEMENTASI NASIONALISME
MELALUI INOVASI

PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Inovasi pelayanan publik sebagai manifestasi nasionalisme dilandasi oleh lima prinsip utama
yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkualitas,
berintegritas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
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Gambar 3 Model Implementasi Nasionalisme melalui Inovasi Layanan Digital Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : Data diolah (2026)

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Tenggara merupakan bentuk nasionalisme kontemporer melalui pengabdian profesional,
peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan kehadiran negara. Inovasi berbasis digital,
profesionalisme aparatur, integritas, kolaborasi, serta keberlanjutan mendukung pelayanan transportasi
yang efektif, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat ehingga memperkuat
kepercayaan publik, meningkatkan responsivitas birokrasi, serta mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dishub Sultra perlu memperkuat inovasi berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi
aparatur, integrasi data, kolaborasi, evaluasi, dan pemerataan akses pelayanan agar transformasi digital
mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat secara
konsisten dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya perlu menguji model nasionalisme melalui inovasi
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dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara lebih luas
serta mengukur pengaruh inovasi, profesionalisme, kolaborasi, dan kualitas pelayanan terhadap
kepercayaan publik secara objektif dan berkelanjutan.
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